
  
 

 
BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR  8A TAHUN 2016 
TENTANG  

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 
TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK 

KABUPATEN BANGKA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BANGKA, 
Menimbang  : bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemerataan pemberian 

santunan kematian kepada penduduk kabupaten Bangka agar 
lebih selektif sehingga tepat sasaran kepada yang berhak dan 
layak menerima santunan kematian dimaksud, maka perlu 
dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi 
Penduduk Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4647); 
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6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5080); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011      
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D); 

                 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013 
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN  BAGI PENDUDUK 
KABUPATEN BANGKA. 

 
Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka (Berita Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun 2016 Nomor 7) sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 
(1) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
penduduk yang bersangkutan meninggal dunia. 

(2) Apabila pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan, maka 
penyerahan santunan kematian diberikan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(3) Apabila anggaran pada tahun berkenaan tidak mencukupi untuk 
dilakukan pembayaran santunan kematian, maka pembayaran dapat 
diakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan 
keuangan Daerah. 

 

2. Diantara BAB VIII  dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, 
yakni BAB VIIIA dan Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut: 

BAB VIIIA 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10A 
Permohonan bantuan santunan kematian yang telah diajukan pada tahun 
2015 namun belum dapat dibayarkan karena anggaran tidak mencukupi, 
maka dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 
Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 1 Februari 2016 
BUPATI BANGKA,  
     Cap/dto 
TARMIZI SAAT                                     

Diundangkan di Sungailiat 
Pada tanggal 1 Februari 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 
  Cap/dto 
      FERY INSANI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 27   
  


